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Latarbelakang Evaluasi Otsus Papua

1. Tahun 1998, tanggal 3 sd 17 Juli Pemerintah Daerah Tingkat Satu Irian
Jaya mengadakan Dialog.

 Gubernur waktu itu adalah Fredy Numbery. Ketua Tim Perumus
adalah Drs. Michael Menufandu, MA.

 Hasil rumusan dialog ini diberi judul: “Masalah Lama dengan
Kemungkinan Baru”

 Rekomendasi: Keluar dari berbagai masalah kebijakan politik,
exploitasi SDA dan LH, Intervensi budaya serta keresahan sosial,
rasa ketidak pastian hukum, dan pelanggaran HAM maka PERLU
ADA PEMIKIRAN ULANG TENTANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
IRIAN JAYA.

UU  OTSUS, No 21 Tahun 2001. 



2. Tahun 2010, Musyawarah Besar (MUBES) tahun 2010 yang difaslitasi
oleh MRP Periode Pertama.

 Proses yang dibangun juga cukup representatif karena melibatkan
berbagai kelompok yang pro dan kontra. Hasilnya adalah evaluasi
total Otsus. Peserta/Narasumber : Pemerintah, Perguruan Tinggi,
Dewan Adat Papua, Intelektual Papua, Akademisi, Perempuan,
Perwakilan Papua Merdeka dan itu cukup representatif.

 Kesimpulannya : Otsus dikembalikan karena implementasinya
bermasalah dan Segera pemerintah memfasilitasi Dialog untuk
pneyelesaian masalah Papua.

Lahirlah MRP Papua Barat



3. Tahun 2013, Rapat Dengar Pendapat (RDP) 
difaslitasi oleh  MRP Periode Kedua 

 Peserta cukup representatif.

 Kesimpulannya : Otsus dikembalikan karena 
implementasinya bermasalah dan Segera 
pemerintah  memfasilitasi Dialog untuk 
pneyelesaian masalah Papua.

Lahirlah 14 Kursi OAP  DPRP



4. Tahun 2020-2021 Rapat Dengar Pendapat 
(RDP) yang difaslitasi oleh  MRP Periode III

 Peserta cukup representatif.

 Kesimpulannya : Perubahan total terhadap   
OTSUS dan pemerintah segera 
memfasilitasi Dialog untuk pneyelesaian 
masalah Papua. 

PANSUS DPR-RI MELAHIRKAN 
OTSUS No 2 Tahun 2021 



 Semua rekomendasi dari hasil evaluasi Otsus oleh berbagai pihak
(pemerintah, universitas, LSM dan mitra, lembaga agama dan lain-lain,
kayanya semua itu tidak ada manfaatnya. Padahal begitu besar dana
yang digunakan.

 Kebijakan Politik mendominasi keputusan-keputusan mendasar dalam
perbaikan-perbaikan yang lebih manusiawi. Namun, berbagai alasan
yang KJ Pasal 76 langsung diambil alih oleh Pansus DPRI dengan
alasan berkaitan dengan pengesahan APBN??? Jadi, evaluasi yang
dibuat oleh MRP, DPRP atau lembaga resmi lainnya tidak menjadi
pertimbangan Tim Pansus. Disisi lain, hasil evaluasi MRP malah
dianggap separatis atau apalah istilahnya.

 Hasil Tim Pansus DPRI, ada 3 kelompok yang akan beraksi
implementasi Otsus jilid 2, yaitu. (1) Kelompok Pro Otsus, dianggap
sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan di Papua yang masih
sangat jauh tertinggal dibanding daerah lain di Indonesia. Jadi Otsus
membuka kesempatan luas bagi anak-anak Papua untuk menjadi
pemimpin dan elemen utama penggerak mesin pemerintahan di
daerahnya



 Kubu  Penentang Otsus , memiliki pandangan sebaliknya, bahwa 
Otsus  selama 20 tahun terakhir hanya memanjakan kalangan elite dan 
tidak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Papua secara umum. 
Masyarakat Papua bahkan cenderung semakin termarginalisasi dengan 
semakin derasnya arus masuk masyarakat pendatang yang 
mendominasi sektor-sektor ekonomi.

 Kelompok  ketiga yang menghendaki evaluasi secara menyeluruh 
terhadap implementasi Otsus selama ini sebelum revisi dan 
perpanjangan dilakukan. 

Jadi,  menurut saya  Tim Pansus  telah memberi sinyal yang cukup kuat 
untuk  memilih  kelompok mana yang bisa  diajak oleh Jakarta untuk  
bekerjasama dalam  implementasi Otsus.  Walaupun  disebutkan bahwa  
akan didorong Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Komisi HAM 
Daerah/Papua, dan  rekruitmen politik  yang  memprioritaskan OAP. 

https://jubi.co.id/kenapa-otsus-ditolak-lalu-orang-papua-minta-merdeka/


Proses Revisi Serta Hasil UU Otsus II 

 Sesungguhnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa proses demokrasi
yang menjadi harapan OAP, tidak berjalan menurut prosedural dan
mekanisme hukum dalam UU Otsus No 21 Tahun 2001 Pasal 76 yang
menjadi polemik berbagai pihak, pemerintah provinsi, DPRP, MRP,
akademisi dan mayarakat umum yang paham Pasal 76 itu. Nah kalau
ini pelanggaran hukum dan hak OAP, terus OAP mau lapor kemana ??
terkesan lagi semua pejabat negeri ini pura-pura tuli dan buta jadi
persoalannya gantung dan menambah ketidakpercayaan OAP terhadap
pemerintah.

 Hasil revisi versi pemerintah sudah ditetapkannya UU Otsus No 2
Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Nomor 21 Tahun 2001
tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua. dari penjelasan
Pemerintah hanya ada 2 Pasal yang dianggap penting yaitu Pasal 34
menetapkan sumber-sumber penerimaan dan pendapatan serta Pasal
76 tentang pemekaran provinsi baru.



 Merujuk pada analisa tim khusus yang dianggap 
keterwakilan OAP itu ada 3 kelompok tadi. Tapi yang 
terjadi ada penolakan dimana-mana.

 Apakah Otsus jilid II ini sudah.  Kalau aspirasi OAP 
menurut saya itu yang ada di 4 Akar Masalah Dasar OAP 
yang sudah ditulis dan diterbitkan oleh lembaga resmi 
negara, LIPI. 



Rekomendasi Umum Yang Relevan, Responsif & 
Inklusif 

Kata kuncinya:  Afirmasi

Pengalaman lalu, definisi afirmasi dipersoalkan
dan digunakan kata diskriminasi positif?? Itupun
masih dipersoalkan antara Jakarta dan Daerah.
Contoh: Ketika kelompok perempuan korban
membuat perdasus yang mengatur hak
konstitusionalnya, yah semua orang alergi....dan
ada pertanyaan Mengapa Perempuan Papua, ini
diskriminasi....



 Jadi sepanjang konsep afirmasi yang 
diturunkan dalam Perdasus TIDAK JELAS maka 
masing-masing sektor di pemerintahan akan 
jalan sendiri dan ujung2nya ketika mau ada 
evaluasi  sektor-sektor  tadi  berargumentasi 
bahwa data tidak ada dan macam-macam. 

• Jadi intinya harus ada desain yang jelas, tidak 
bisa dikerjakan masing-masing orang. 



Rekomendasi Khusus  

• Sosial : 
Kebiasaan  Kekerasan Verbal, yang merusak mental bahkan 
menjatuhkan  harga diri OAP, harus diakhiri. [ kasus: monyet, PNS 
pamalas, tindaka militer, kepolisian yang saja  keras terhadap OAP.

 Budaya:
Berikan ruang yang seluasnya dan bebas untuk OAP mengekspresikan  
kegiatan budaya mereka. Karena saat ini sudah terjadi Genisida 
budaya, terkikisnya nilai-nilai yang dianut karena berbagai 
keseragaman membangun bangsa indonesia.



 LH & SDA:

Filosofi OAP terhadap LH & SDA, adalah “sumber”
pemberi kehidupan yang menyatukan kesatuan sosial,
ekonomi, budaya dan politik menurut struktur sosial
yang berlaku dan hidup dalam masyarakat. Dan Filosofi
ini diperankan oleh kaum perempuan OAP. Sehingga LH
dan SDA jika terganggu maka kehidupan perempuan
termasuk anak akan terganggu pula. Ini filosofi
dasarnya, jadi kalau mau eksploitasi SDA Papua maka
harus bicara baik-baik.



• Keamanan dan Kebebasan Sipil:

dua kutub yang saling tarik menarik jadi 
sederhananya kalau keamanan di papua 
dijamin negara aman maka sa kebebsan sipil 
pun akan baik. [ apakah negara bisa menjamin 
bahwa akan menarik atau tidak mendesain 
lagi operasi militer yang hanya memberikan 
kesengsaraan bagi OAP.



• Representasi Politik OAP. 

Sepanjang proses rekruitmen dengan UU 
Kepartaian maka jangan bicara prioritas OAP.

Representasi DPRP dan DPRK (Kab/Kota) bunyi 
pasanya demikian prioritas OAP. 

• Representasi Khusus OAP, 14 Kursi di DPRP 
dan MRP.  Pertanyaannya apakah 14 Kursi 
DPRP juga berlaku pada DPRK ?? Bayangkan 
saja berapa uang yang akan ada disana??.
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